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Singkil.
L bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peranran Daerah

. 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembenlukan Propinsi Daerah

Intimews Aceh;

2 Unding-undsng Nomor 8 Tahun 1974 westung Poleck-pokck Kepepmaalan,

1 Tindegunding Nomor 14 Tahun 1999 testang Pambestukan Esbupaten Aceh

gl

4  Undangumndeg MNomos 22 Tibin 599 tentang Pemierinzshan Dincrah;

5 Hepnpusan Menterl Dalam Negedd Nomot 73 Tahun 1989 tentang Fedoman
Cirgiirtinan] dan Tats Kerjs Etnns Pendugatan Duerh,

6. seputinan Mentzni Elalam Negen Nomer 79 Tibwin 19900 tentang Tips Liganiaant
Dinas Perdapatnn Daern,

7. Kepuusan Oubmma Kepals Deeash Islimewa Acch Nemor 21 Tahun 1999
vepitag, Siessnan Organlisai dan Tata Kerja Dinas di Kabupaten Aceh Singkil.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ACEH SINGKIL.

MEMUTUSKAN

- raturan Daerzh Aceh Singkll tentang Susunan Organksasi dan Tata Kerja
inas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkdl.



BABI
KETENTUAN UMTINM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil

b, Dinas Perclupistan [nernh sdalnh Dines Pendipatun Daerah Acch Singkil
¢. Tupat) Kepnin Dacrah adnlah Popati Acch Bhnghil

& ¥epats Dinns sl K epela Dinas Pendapatan [Dacrah Acch Singkil.

3

Unit Pervuluban wdslsh Unit Penyuluhen Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
A 1 Singkil

g Dinas udalah Cabumg Perlapatan Daerah Kabupaten Aceh Smglal

1 + Pelaksana Teknis adalah Unit Pel: :sana Teknis Pendapatan Daerzh kabupaten
A h Singkil

m

BABII
KEDUDUKAN, TUGASPOKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Dinas Pendapatan Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemenntah Daersh dibidang
Pendapatan Daersh

(2) Dinas Pendapatan Daersh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yarg berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

Pasal 3

Dinai Pendapatan Daersh mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rurnah
tanggn Daerah dalam bidang Pendapatan Daersh dm  tugas-tgas lairmya yang
disernhkan Bupati kepadanya

Pasal 4

Untuk melaksanakar  -as scbagaimana tersebul dalam pasal 3 Peraturan Dezerah mi,

Dinas Pendapatan D& mempunyei fungsi :

a Melakukan perum 4 kebii  nam teknis pemberian bimbingan dan pembinaan,
koordinasi teknis dan tugas: lainmva ve~g diserahkan Bupati kepadanya sesusal
1rmgan peraturan perundang lang oerlaku

b olakukan pendaftaran d ep-n ~ajib Pajak Dacreh dan Wajib Retribusi

Y

c roelaksanakan peker, pendataan objek dan subjek PBB dalam hal
: aiken dan mer “—~-akem  SPOP Wajib Pajak.

d M. npenclapent a” ajL rah dan Retribusi Daerah

¢. Memba. ~mlakulkan & ial 2T, SKP, STP dan sarena administrasi PBB

lainmnya, ‘terbitkan ole. ~m  mat Jendem! pajak kepada wajib pajek serta
memban «kukan penysmpar 1 PP, PBB yang dibuat Derekiorat Jenderal
Pajak kg tugas p- kPr- {a dibawih pEmpiveasanrya.

f. Mclakuk mbukur P I 1 pernusspita: dan penyetoran  pajak
daerah, rei i daerah ¢+, en pab orah lainmya.

g Melakuk: vordinasi 1 m @ an atas pekerjamn penaghan pajak daerah,
vetribusi ah dan w © dacrah lainnya, serta penagih PBEB yang
Himpak e, «cch M K .da daerah.



h  Meclakukan tugas perencangan lar pesgendalian ppersioma Gibiding pandspatan,
penetapan dan penagihan Pajek i, Hetribusi Deera, Perumasn Asli Daeersh
4+ PBB.

i, Mo lakukan pemyuluhsy mengenai Pajak Daerah, Retribusi Deersh dan pendapatan
Dwosuh lainnya serta PBB.

j AT kukanurusan tala usahas

BABIII
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal §

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kebupaten Aoch Singkil Lerchri dari ©
8. Kepala Dinas,

b. Sub Bagian Tata Usaha,

¢. ScksiPendaftaran dan Pendstaan,
d. Seksi Penatapan;

e Setsi Pambukuen dan Pelaporan;
f.  ® :siPenagihan;

g [ Pemyuluban.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada
seluruh satuan orpanisasi delam lingkungan Dinas Pendapatan Dacrah.

Pasal 7
Unfuk menyelenggarakan tugas scbagaimana tersebut dajam pasal 6, Sub Bagian Tata
Uszha mempunyai fimgsi :
a ' folakukan urusan wmuam.
b. .. ¢ lekukan urusan perawatan dan perlengkapan.
c. !clakukan urusan kepegawaian
d  ..lelakukan wusan keuangan.
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dan ;
a  Urusan Umum;

b,  Urusan Kepegawaian,

¢, Urusan Keuangan.

Pasal 9

(1) Urusan Umum mempunyai fuo meidokan wusen surst-menyurat, kearsipan,
rumsh tanggs, pembayatan geji jegsva dan perjalenan dipas serta pengadaan
lan pemeliharaen perlengkapan. .

(2) - usan Keuangan mempunyai tupas melaksanekan tugas pengelolan keuangan.

(3) Urusan Kepogawaian mempunyai tugns pengelolaan kepegewaian



Pasal 10

Seks:  udaflaran dan Pendataan mempunyal tugas melaksanakan kegiatan pendafiaran
Wajib  yak Daerah dan Wajib Retobusi Dacrah serla pendataan Obyek Pajak Daerah
dan Obj < Retnbusi Daerah dan mombantu melakukan pendataan Objck dan Subjck
PBB yuig dlaksanakan olch Derektorat Jonderal Pajak

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan iugas scbagpimana tersebut dalam pasal 10, seksi pendafiaran

danpendataan mempuriyai fungsi :

a. Melakukan Pendaftaran Wajib Pajak Dacrah dan Wajib Retribusi Daerah melahul
formuliv  pendafran  serla menghimpun dan menolah data objek dan subjek
YWajibPajak  Taerah dan Wapth  Prnbusi Dacrah  melalui  fonnulic  surat
Proe beritahuan (SPL) serta pemenksau.. lokasi/lapangan atas tembusan surat Dinas
d. Instansi lain,

b M oyusun dafter induk Wapb Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah,
meryimpan  suret  perpajakan dan Retibust Daereh  vang  berkaitan  dengan
pendiaftaran dan pendataan

¢ Membaniu melakukan penyampaian SPOP, PBB yang ditecbitkan oleh Dircktorat

Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak scita menerima kembali isian SPOP tersebut
dz11 Wajib Pajak

Pasnl 12

Sekhii Pendaftaran dan Pendalaan lerdin dar -
a  ub Seksi Perdaftaran;

b h Seksi Pendataan,

c b Seksi Dokumentasi dan Pengolahan

Pasal 13

(1) Sub Scks: Pendallaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali
formudir pendaftaran yano diisi oleh Wajib Pajak dan Retnbusi Dacrah, memlau
laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Dacrzh yang
belum diterima kembali, mcncatat nama dan alamat Calon Wajib Pajak dan
Retribusi Dacrah dalarn formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
serta menetapkan Nomor Wajib Pajak (NPWPD)

(2) Sub Seksi Pendalaan mempunyai tugas menghimpun, mengelola den mencatat
dala Objek dan Subjek Pajak/Retribusi Deerah, melakukan pemeriksaan
lipangan/lokasi dan  melaporkan  hasilnya serta membuat  daftar  mengenai
ivimulir SPT yang belum diteriina kemnbali,

(3) ub Scksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas membuat dan

>mefthara Daftar Induk Wayib Pajak dan Wajih Retnbusi Dacrah, memberikan

1 pengenal NPWPT), menyimpan arsip surat Perpajakan dan Retribusi Daermh
yang berkaitan denpan  pondaflaran dan pendstaan, membantu  melakukan
penyampaian SPOP PBB dant para Wajib- Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak



Pasal 14

e netipan mermpuym b melakasnakoan perhitungan dan penetapan jumlah
Painke - = Rewibig Daemh Yz serp serty menghitung besamya angsuran alas
penobcaan Waplh Papak  dmn petnous Tuerdy serta menata usshakan jumlah
helitipesy POD yeny  ponaghanys  dilingaikan kepada Taerah, berdasarkan surat
nestiheritihoan Tojske Tetulng (STIT) dan Daftar Himpunen Pokok Pembayaran
(DHPP) PBB

Pasal 15

Uniuk menyelenggarakan lugas scbagaimana terscbut dalam pasal 14, Scksi Penctapan

T oyl il

i b o g Ll e {on Hoetsibar] Dheeral

(wkukan perhilungan jumlah angsurit g e pitnbiyrmy peryetomn - st

.:nohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui,

ch .crbitkan dan mendistribusikan seria menyimpan sural Perpsjakan dan Retribusi
! ynrg berkmtan dingan peEnstapan

4. Momhire melnkulen penenmann SPPT PHA besertd LIFED PER dun dicimnen
PBB lainmya yang diterbitkon oleh i kieeat  Jendenl Prick dan kepaln umt
lainnya yang terkail

o

Pasal 16

Seksi Penetapan tordari dan

a, Sub Scksi Perhitungan;

b Sub Scksi Penuibitan Sural Ketelopan,
¢ uooSeksh Angsuran

Pasal 17

(1) v Sekal Perhilwgay sesnpummi g e Rkamnken. permitugan  ketolnpEn
penclapan nocen jahotan dan penelipan tombatan Pajak serti Retnlbomi Desrah
(2) Sub Selow Penerhitan Suet Relclapin monpaiyil s moneriitian St

Ketetapan  Pujnk (SEF) Susl  hetetapan Retribimd  (SEH), Goul Tefunjinn
Angsuran dan  sural-sural EetClipes pijk  lminmm st mendistrbuniinn oo
menyimpan asip surat Perpajscan dor Rotribigl Dietsh, mambanty Dhsesiont
Jenderal Pajak dalam melekukan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT PBB
lainsya

(3) Sub Scksi Angswan mempunys  lUgas mencrima tugas surat permohonan
cporan dan surat penolakan :niwuran sorta pungutan/pembayaran/penyetoran
iiak dan Retribusi Daerah

Yasal 18
S Pembdiin dm Delaperus ipensunyal tugas melaksanakan pembukuan  dan

peliperm meongerai renlisss| penorimsan dan tunggaken Pajak/Retribusi Deersh, FBB
perns penpolahen borde-bencls borturga



1*acal 19

Untuk  ncnyclonpgaraken tugas  sebagaimana  tersebut dalam pasal 1§, Seksi

Pembulku, 1 dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a Melakukan  pencatatan  mengenat  penetspan  dan  penerimaan  dan
panungutan/pembayaran/setoran  Pajak/Retribusi Deersh ke dalam Kartu Jenis
Pajak dan Retribusi Daereh serta ke dalam Kartu Pengawasan Pembaya.rm PBB
(KPPPBB) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran

b Melakukan pencatatan mengenm penerimaan dan  pergeluaran  benda-benda
borhaga sota penenmaan uang dart hasil pemungutan benda berharga ke dalam
Kartu Persediaan Berda Berharga

¢ Menylapkan laporan realisasi pencrimaan dan tunggakan pemmg.nan/panbayaran
/seioran Pajak dan Retribusi Daerah, realisasi penerimasn pengeluaran dan sisa
prusvdiaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta rcalisasi
pe.. rimaan dan tunggakan PBB

Pasal 20

Sckai Pernbukuan dan Pelapoian terdin darr
a  Sub Seksi Pembukuan Pencrimaan;

b. Sub Sckst Pembukuan Perscdiaan;

¢ Sub Seksi Pelaporan

Pasal 21

(1) “ub Secksi Pembukuan Penerimaar mempunyai tugas menerima dan mencatat
wua SKP dan SKR dan suratsur: ketetspen pajek lairmya yang telah dibayar.
jas dan mencatat  pembayaran/perryetoran  PBB serta menghitung
Lunpgakaniya

(2) u5ub Seksi Pembukuen Persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat
Lands terira benda berbmrgn, Ikt penge e pene bilan benda berharga,

(3) Sub Seksi Peleporw mesnpuuiyal LU sa memyapkss laporan periodikal mengenal
realisasi  pencrimaan dm tunggakan Pajek/Retribusi Daerah  serta PBB,
meryiapkan laporan herkala menpenai realisasi penurimann dan parscdiaan benda
berharga

Pasal 27

Scks: Penagihan mempumyai tugas scbapaimana Lerscbut dalam pasal 22, mempurtyal
fng:.

a ‘'c dukan kegialan penagihan Pajak i Retribusi Dacrah sesuai dengan ketentuan
v 1berlaku

b * kukan pelayanan keberatan dan  permohonan  banding sesual  batas
kev mangammyn

¢. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber Pencrimaan Daerzh lainnya di
Tuar Pajak dan Retribusi Dacrah,

Pasal 23

Untuk Penagihan mempunyai tugas scbagaimana tersebut dalam pesal 22, Seksi
Penagihan mempunyal fimgsi -



a h . ukan kepiatan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesual dengan ketentuan
yooy -+ berlaku,

b 7! sukan pclayanan  keberalan dn permohonan banding sesusi batas
kev, - namgannya

¢. Mengumpulken dan mengelola data sumber-sumber penenmasn lainnya  diluar
Pajak dan Retribusi [Jacrah

Tasal 24

Sckst Penagihan Lerdiri dari ©

a  Sub Scksi Penagiban;

L uib Seks) Keberataw;

¢ b Scksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lam-lain.

Pasal 25

¢)) Sub Seksi Penagihan mempunyai ugas menyispkan dan mendistribusikan surat
m:nyurat dan dokumentasi yang berhu in dengan penagihan,

(2) Sub Seksi Keberalan mempuiyal tugss menerima dan melayani surat keberatm
dan sural pesmohonan banding atas materi penetapan Pajak dan Retribusi Daereh,
menyiapkan keputusan menerima dan menclak kebewtan  dan mencruskan
nenyelesaian permohonan banding ke Mayelis Pertimbangan Pajak.

€)] Sub Seksi Pengelolaan Peneritnaan sumber-sumber lain mermpumyal tugas
mengumpulkan dan mengoish 't sumber-sumber penenmaan lainnya diluar
pajak dan retribusi daersh sesuai deng, .1 peraturan peundangan yang berlalat

Pasal 26

(1) ‘inil Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Sub Sekst,
' orada dibaweh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2). .‘nit Penyuluhan scbagaimana terseut peda ayat (1) pasal ini mempunyai tugas
menyusun bahan penyuluhan, informasi dan penerangan perpajakan den Retribuai
Daerah dan pendapatan daerah lainva, PBB serta mengkoordinesikan kegiatan
penyuluhan di Dinas Pendapatan

Paxal 27

(1) Pada Dinas Pendapatan Dacrah dapat dibentuk Cabang Dinas dan unit pelaksana
teknis yang perepatanmya dilakukan dengan keputusan Menferi Dalam Neged
seteleh mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
It para

2, bembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tcrscbut
‘alam ayat (1) pasal ini didasarkan pada beban kerja, faktor-faktor entara jumlah
“enduduk, tuas wileyzh dan jumlah wajib pejakiwajib retnbusi

BABIV
TATA KERJA
Pnasal 28

Dalarn melaksanakan tugasny: Dinas Pendapatan Daersh mendapat pembinaan tekms
fingsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 1
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